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Abstrak  bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  59 Ayat    (2)  Undang-Undang   Nomor  12 
Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32 
Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Pasal 4 Ayat  (1) Peraturan 
Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  9  Tahun  2012 tentang  Pedoman  Teknis 
Tata  Cara Pencalonan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah dan Wakil  Kepala 
Daerah, menyatakan partai politik atau gabungan partai politik dapat 
mendaftarkan  pasangan  calon apabila  memenuhi persyaratan  perolehan 
sekurang-kurangnya  15% (lima belas  perseratus)  dari jumlah kursi  Dewan 
Perwakilan Rakyat  Daerah atau 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi 
perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat  Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan;bahwa untuk 
melaksanakan  ketentuan  Pasal 4 ayat (2)  Peraturan  Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan   Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;bahwa  berdasarkan  
pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf a dan  huruf b  perlu  
menetapkan   Keputusan   Komisi  Pemilihan  Kabupaten Tegal tentang  
Penetapan  Jumlah  Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai 
Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Galon Pemilihan Umum Bupati dan 
Wakil Bupati Tegal Tahun  2013 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Tegal ini adalah : 

Undang-Undang  Nomor  13 Tahun   1950 tentang  Pembentukan   

Daerah• daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950  Nomor  

42);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah  terakhir  

dengan  Undang-Undang  Nomor   12  T ahun  2008  tentang 

perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 4844); .    Undang-Undang Nomor 2 

Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia Tahun  2008  Nomor  2, Tambahan  Lembaran Negara  

Republik  Indonesia Nomor  4801)  sebagaimana  diubah  dengan 

Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2011 tentang  Perubahan Atas  

Undang• Undang  Nomor  2 Tahun  2008 tentang  Partai  Politik  

(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2011  Nomor  8, 

Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 

5189);Undang--Undang  Nomor  14 Tahun  2008  tentang  

Keterbukaan  Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); Undang--Undang  Nomor  12  

Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan 

Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);Undang--Undang Nomor 15 Tahun  2011  

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum  (Lembaran   Negara  

Republik  Indonesia Tahun  2011   Nomor   101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang--

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang  Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 

2012  Nomor  117, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Nomor5316); Peraturan  Pemerintah  Republik  

Indonesia Nomor  7  Tahun  1986 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II  Tegal dan Kabupaten  

Daerah Tingkat  II (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 

8  Tahun   1986,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Nomor3321);Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Perilihan Umum, Pengesahan Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala  Daerah  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2005  Nomor22,   

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik    Indonesia   Nomor   



4480)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Umum, 

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian  Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008  Nomor 92 tambahan  Lembaran  Negara Nomor 

4865);Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  05  Tahun  

2008  tentang  Tata Kerja  Komisi Pemilihan  Umum, Komisi 

Pemilihan  Umum  Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Perilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor 21 Tahun  

2008  dan  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 

2008; .  Peraturan  Komisi  Pemilihan   Umum   Nomor   06   Tahun   

2008   tentang Susunan  Organisasi dan  Tata  Kerja  Sekretariat  

Jendral  Komisi  Pemilihan Umum,  Sekretariat   Komisi   Pemilihan   

Umum   Provinsi,  dan   Sekretariat Komisi   Pemilihan   Umum   

Kabupaten/Kota  sebagaimana   telah   diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan  Umum  Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata   Kerja  Sekretariat  

Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota;Peraturan   Komisi  Pemilihan   Umum   Nomor   

63   Tahun   2009   tentang Pedoman Penyusunan  Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan  Umum  

Kabupaten/Kota, Panitia  Pemilihan  Kecamatan,  Panitia 

Pemungutan  Suara, Kelompok  Penyelenggara Pemungutan   

Suara dalam Pemilihan  Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala  

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Komisi  



Pemilihan   Umum  Nomor  10 Tahun 2010 tentang  Perubahan  

Atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Um um  Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi  Pemilihan 

Umum  Provinsi, Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota, 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 

Kelompok Penyelenggara   Pemungutan   Suara   dalam   Pemilihan   

Umum   Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;Peraturan   

Komisi  Pemilihan     Umum    Nomor    11   Tahun    2010    tentang 

Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum Kepala   Daerah   dan  Wakil   Kepala   Daerah; Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang  Pedoman 

Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah;Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum, Badan  

Pengawas  Pemilihan  Umum dan Dewan Kehonnatan  

Penyelenggara  Pemilihan Umum  Nomor 13 Tahun 2012,  Nomor   

11  Tahun   2012,  Nomor  1    Tahun  2012  tentang  Kode  

EtikPenyelenggara Pemilihan Umum. 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor : 23 /Kpts/KPU-

Kab-012.329291/2013  diatur tentang : 

Penetapan  Jumlah  Kursi Atau  Suara Sah  Partai Politik Atau 

Gabungan Partai Politik  Dalam  Pengajuan  Sakal Pasangan  Calon  

Pemilihan   Umum  Bupati  dan Wakil  Bupati Tega! Tahun  2013 

 
Catatan     -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  6  mei 2013       
      -Lampiran  4 halaman              
          
 
 


